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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan
kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya,
penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul “PEMILIHAN CALON
TUNGGAL KEPALA DAERAH”.

Buku ini merupakan kajian analisis ilmu hukum, yang dilatarbelakangi
Sejak dimulainya penyelenggaraan pilkada langsung tahun 2005 hingga
pemilu tahun 2024, evaluasi terhadap proses tersebut terus dilakukan.
Evaluasi ini terutama berfokus pada seluruh tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dari hasil evaluasi, muncul
perspektif bahwasannya pemilu kepala daerah provinsi, kabupaten, dan
sering kali diwarnai banyaknya persoalan yang menyangkut filosofi dasar
negara demokrasi.

Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 juga
menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya adalah keberadaan satu
paslon di pemilu pemimpin daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota.
Menurut catatan KPU, terdapat 37 provinsi dalam pesta demokrasi nasional
tahun 2024 yang hanya memiliki calon tunggal. Dinamika keberadaan satu
paslon di penyelenggaraan pemilukada memberi perhatian khusus bagi
bagaimana proses demokrasi berjalan di tingkat daerah. Hal ini juga terkait
dengan strategi partai politik dalam mengusulkan calon-calon kepala
daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, terutama setelah
putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kemudahan bagi parpol
untuk memilih kader yang akan diusulkan jadi kandidat kepala daerah,
tanpa harus terikat pada ambang batas tertentu.

Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024 menandai adanya
pelaksanaan ke-5 dalam sejarah pemilihan pemimpin di provinsi dan
kabupaten/kota, dengan penambahan kotak kosong sebagai pilihan sah di
surat suara. Pertama kali diterapkan pada Pilkada serentak 2015,
penerapan ini terus berlanjut di tahun 2017, 2018, 2020, dan 2024. Dalam



proses ini, pemilih diberi kesempatan untuk memilih paslon tunggal atau

kotak pemilu kosong jika mereka tidak memiliki alasan dan ketertarikan

pada satu satunya paslon yang mendaftar.

Penyusunan Buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan

bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun

menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1.

Bapak Prof. Dr. H. Rosidon Anwar, M.Ag., selaku Rektor UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, yang dengan ketulusan hati di tengah-tengah
kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk membimbing,
mendorong, dan mengarahkan penulis dengan bijak, tegas, namun
tetap berpegang pada sifat obyektif.;

Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di tengah-tengah
padatnya kesibukan beliau selalu berupaya mendorong dan
meyakinkan penulis untuk terus meningkatkan pengembangan
akademik dan karya-karya penelitian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para
Guru Besar dan rekan-rekan Staf Pengajar di lingkungan Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ucapan penghargaan yang paling utama kami sampaikan kepada orang
tua, Istri, dan anak-anak tercinta, yang senantiasa memberikan
dorongan dan dukungan kepada penulis.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya buku ini

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua

pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga buku ini

bermanfaat bagi kita semua, amien.

Bandung, Desember 2025

Penulis
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BAB |
PENGANTAR

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berfungsi sebagai pijakan konstitusional untuk pelaksanaan pemerintahan,
termasuk pemda yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yang termuat
di Pasal 18. Pasal ini mengalami perubahan signifikan saat Amandemen
UUD NKRI Tahun 1945. Salah satu perubahan penting adalah penambahan
pengaturan yang sebelumnya mencakup 1 pasal saja. Setelah amandemen,
Pasal 18 berkembang jadi tiga pasal, yakni pasal delapan belas dengan tujuh
ayat, Pasal 18a dengan 2 ayat, dan Pasal 18b dengan 2 ayat®.

Seiring dengan adanya perubahan undang undang NKRI 1945 pasar 18,
regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan daerah juga mengalami
beberapa revisi. Dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999, yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004, sampai akhirnya disempurnakan kembali dengan Undang-
undang No 23 Tahun 2014. Perubahan ini menghadirkan berbagai inovasi
penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
berbagai ketentuan yang terkait.

Salah satu perubahan signifikan dalam proses pemilihan kepala daerah
adalah perubahan cara pelaksanaannya. Pada masa berlakunya Undang-
Undang No 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah dan wakilnya
dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, setelah diberlakukannya
peraturan terkait pemilu pilkada yang diberikan langsung rakyat di tiap
daerah.

Dasar hukum untuk pemilu ini merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD
1945 yang mengungkapkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih

1 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas
Hukum UlI, Yogyakarta, 2001, him. 229



BAB Il
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemilihan umum kepala daerah secara langsung dimulai sejak era

reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di

Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara

langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk

memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu,
pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah,
karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih
paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Titik Triwulan Tutik menyebutkan empat pengertian dari Pemilihan

Langsung menurut pendapat para ahli®3:

1. Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana
pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan
pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan
sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat
kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”

2. Menurut M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama
untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang
berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi,
bukan sebagai tujuan demokrasi.”

3. Menurut Kusnardi dan Harmaily lbrahim, juga mengatakan, “Pemilu
adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena
dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk
melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat

13 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.270.



BAB Il
HUBUNGAN KEDAULATAN RAKYAT
DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. KEDAULATAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kedaulatan (sovereignity) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek
dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung
konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan
dengan negara (state). Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri
dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari
kata daulat dan daulatan yang dalam makna klasiknya berarti pergantian,
peralihan, atau peredaran (kekuasaan)®.

Pengertian kedaulatan dalam makna klasik berkaitan erat dengan
gagasan kekuasaan tertinggi, baik dibidang ekonomi maupun terutama
dilapangan politik. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan makna kekuasaan
yang bersifat tertinggi itu, terkandung pula dimensi waktu dan proses
peralihannya sebagai fenomena yang bersifat alamiah. Pandangan seperti
ini terdapat pula dalam pemikiran lbnu Khaldun (1332-1406) mengenai naik
tenggelamnya kekuasaan negara-negara dalam sejarah umat manusia.

Gagasan kedaulatan yang berkembang di timur sebelumnya pernah
turut terbawa serta ke Eropa bersamaan dengan pengaruh pemikiran-
pemikiran kaum Muslimin ke Eropa pada abad pertengahan, sebelum
munculnya gerakan Renaissance. Namun demikian, dalam perkembangan
lebih lanjut, gagasan kedaulatan itu sendiri di dunia barat mengalami pula
perubahan dan perkembangannya sendiri.

Ide kedaulatan dikembangkan atas dasar pemikiran berkenaan dengan
konsep-konsep kekuasaan yang bersumber kepada pemikiran Yunani dan
Romawi. Bahkan, ketika gagasan kedaulatan ini diadopsi kedalam bahasa

25 Al Mawrdi, dalam Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,
Konstitusi Press, Jakarta, 2005, him. 115.



BAB IV
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. HAKIKAT PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Mochsan adalah
“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply
corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”. Dalam
pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta
koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan maksud agar hasil tersebut
sesuai dengan rencana. Sementara itu Newman berpendapat bahwa
“control is assurance that the performance conform to plan”. Ini berarti
bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar
pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.
Sementara itu Siagian menggambarkan pengawasan sebagai berikut:
“ Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan. ” Donnelly mengelompokkan
pengawasan menjadi tiga tipe yaitu:
1. Pengawasan pendahuluan (preliminary control).
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control).
3. Pengawasan feed back (feed back control)

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan
untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang
diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada’.

Menurut DR. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai
berikut “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang di laksanakan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan.” Berdasarkan

70Simanjuntak, N.Y, Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu. 2017,
him. 309.



BAB V
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN DEMOKRASI DI DAERAH

A. LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
Peraturan perundang-undangan vyang terkait langsung dengan

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak pertama kali

diselenggarakan secara serentak antara lain terdapat dalam Undang-
undang Nomor 22 tahun 2014, Perppu No.l1 tahun 2014 dan Undang-

undang Nomor 1 tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015.

Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah

perlu disebutkan juga karena pelaksanaan pilkada serentak terkait erat

dengan pelaksanaan otonomi dan sistem pemerintahan di tingkat lokal.
Adapun peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah yang
paling relevan saat ini adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perppu No.2/2014 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan terakhir undang-undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pun

berbagai Peraturan Pelaksanaan terkait pilkada serentak yang dikeluarkan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjadi landasan yuridis, antara
lain:

1. PKPU No.2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada
Serentak;

2. PKPU No0.3/2015 tentang Tata Kerja Pilkada Serentak, Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

3. PKPU No0.4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;

4. PKPU No.5/2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;



BAB VI
SINERGITAS PEMERINTAH
PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

A. POLA HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH

PUSAT

Apabila pemilu lokal serentak diselenggarakan terpisah dalam selang
waktu 30 bulan (dua setengah tahun) dari pemilu nasional serentak, maka
sinergi pemerintahan nasional dengan pemerintahan daerah dalam rangka
Negara Kesatuan akan dapat diciptakan. Sinergi dimaksud terjadi pada dua
aras: mitra koalisi partai pada tingkat nasional cenderung sama dengan
mitra koalisi partai pada tingkat daerah, dan visi, misi dan program
pembangunan pada tingkat daerah akan cenderung sama atau merupakan
penjabaran dari misi, visi dan program pembangunan nasional.

Sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat
terjadi karena beberapa hal. Pertama, baik pemilu nasional serentak
maupun pemilu lokal serentak dipersiapkan secara seksama sekitar satu
sampai dua tahun sebelum pemilu. Setiap partai akan berupaya menjajagi
dan mencari partai politik menjadi mitra koalisi berdasarkan kedekatan
ideologik dan berdasarkan persamaan atau kedekatan kriteria pasangan
calon presiden dan wakil presiden. Apabila koalisi pada tingkat nasional
terbentuk, maka agenda politik yang menjadi materi kampanye pemilu
nasional serentak akan sama, baik untuk pemilu presiden-wapres maupun
pemilu anggota DPR. Kedua, pemilu nasional serentak diselenggarakan
lebih dahulu daripada pemilu lokal serentak sehingga apa yang sudah
disepakati bersama pada tingkat nasional akan dapat dilaksanakan di
daerah pada waktu pemilu lokal serentak.

Sinergi pemerintahan nasional dengan pemerintahan daerah akan
dapat terjadi apabila setiap parpol melaksanakan dua fungsi utama parpol
dalam demokrasi perwakilan. Pertama, parpol menyiapkan calon pemimpin
dan menawarkan calon pemimpin kepada rakyat pada masa kampanye
pemilu. Untuk fungsi ini, parpol melakukan rekrutmen warga negara



BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL

A. PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA DENGAN SATU CALON

TUNGGAL PADA TAHUN 2024

Pilkada 2024 menunjukkan fenomena vyang menarik dan
memprihatinkan yaitu kemunculan satu pasangan calon di berbagai daerah.
Calon tunggal dalam pemilihan umum merujuk pada kondisi di mana hanya
ada satu pasangan calon yang memenubhi syarat dan lolos untuk mengikuti
pemilihan. Dengan kata lain, tidak ada pesaing lain yang mendaftar atau
lolos verifikasi.(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu
Pasangan).

Calon tunggal pertama kali muncul sejak adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang mengizinkan Pilkada tetap
dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Jika hanya ada satu
pasangan calon, format surat suara dirancang secara khusus. Pemilih
diberikan pilihan untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju” terhadap
pasangan calon yang ada.(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-
X111/2015). Kemudian setelah perubahan Undang Undang pilkada melalui
UU No.10 tahun 2016, format surat suara diubah menjadi pilihan antara
paslon tunggal melawan kotak kosong. Hal tersebut diatur dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2020 yang berbunyi
“Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu)
Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom
yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1
(satu) kolom kosong yang tidak bergambar”.



BAB VIII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan terhadap masalah yang

dianalisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
dengan satu pasangan calon seiring dengan ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai respons
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015,
dengan cara mengadakan Kotak Kosong dengan disediakan Kertas
Suara Setuju atau Tidak Setuju terhadap Calon Tunggal yang ada.
Meskipun aturan ini bertujuan menjaga keberlangsungan pemilu dan
hak politik masyarakat, pelaksanaannya menghadirkan berbagai
tantangan, terutama dalam aspek kompetisi politik dan legitimasi
demokrasi. Mekanisme kotak kosong yang diperkenalkan sebagai
alternatif pilihan bagi masyarakat dinilai masih memiliki kelemahan,
seperti kurangnya representasi dalam kampanye dan kesenjangan
informasi.

Fenomena satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)
menimbulkan implikasi serius terhadap demokrasi di Indonesia,
khususnya dalam hal partisipasi politik, kompetisi yang sehat, dan
legitimasi pemerintahan. Keberadaan calon tunggal menunjukkan
inkonsistensi antara aturan Pilkada dengan prinsip demokrasi yang
dijamin dalam UUD 1945, karena menghilangkan esensi pilihan bagi
pemilih dan berpotensi memperkuat oligarki politik. Selain itu, jika
kotak kosong menang, daerah yang bersangkutan harus dipimpin oleh
pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang dapat
memunculkan tantangan dalam aspek akuntabilitas dan legitimasi
kepemimpinan. Lemahnya kompetisi dalam Pilkada dengan calon
tunggal juga berdampak pada rendahnya kualitas demokrasi, karena
pemilih tidak memiliki alternatif untuk membandingkan visi dan misi
kandidat yang berbeda. Dampak lainnya adalah melemahnya partisipasi
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Sejak dimulainya penyelenggaraan pilkada langsung tahun 2005 hingga
pemilu tahun 2024, evaluasi terhadap proses tersebut terus dilakukan. Evaluasi ini
terutama berfokus pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Namun, dari hasil evaluasi, muncul perspektif bahwasannya pemilu kepala daerah
provinsi, kabupaten, dan sering kali diwarnai banyaknya persoalan yang
menyangkut filosofidasar negarademokrasi.

Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 juga menghadapi
sejumlah persoalan, salah satunya adalah keberadaan satu paslon di pemilu
pemimpin daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Menurut catatan KPU,
terdapat 37 provinsi dalam pesta demokrasi nasional tahun 2024 yang hanya
memiliki calon tunggal. Dinamika keberadaan satu paslon di penyelenggaraan
pemilukada memberi perhatian khusus bagi bagaimana proses demokrasi berjalan
di tingkat daerah. Hal ini juga terkait dengan strategi partai politik dalam
mengusulkan calon-calon kepala daerah yang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan
kemudahan bagi parpol untuk memilih kader yang akan diusulkan jadi kandidat
kepala daerah, tanpa harus terikat pada ambang batas tertentu.

Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024 menandai adanya pelaksanaan
ke-5 dalam sejarah pemilihan pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota, dengan
penambahan kotak kosong sebagal plllhan sah di surat suara. Pertama kali
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